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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KELOLA LOGISTIK 

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN 

WAKIL WALIKOTA   

 
ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 39 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan 

Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan 

Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota 

dan Wakil Walikota. 

 
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 

2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 

2023; PKPU No. 8 Tahun 2020; PKPU No. 17 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; 

PKPU No. 12 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1106 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1369 Tahun 

2024; Kpt KPU No. 1429 Tahun 2024.  

 
- Keputusan ini menetapkan kebutuhan Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota 

dan Wakil Walikota, Menetapkan Format Dokumen Tata Kelola Logistik Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil 

Walikota, Menetapkan Sistematika Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola 

Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 

Walikota dan Wakil Walikota. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran 

II, Lampiran III keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan 

ini.  

 
CATATAN :     -      Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 16 Oktober 2024. 

- Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Kpt KPU No. 421/HK.03-Kpt/07/KPU/IX/2020, 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

- Lamp.: 106 hlm. 


